
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BENGKAYANG 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR 5 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
DI KABUPATEN BENGKAYANG; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA; 

BUPATI BENGKAYANG, 

a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di 

lingkungan Pemerinta.h Daerah Kabupaten Bengkayang saat ini 

masih bersifat sektoral, sehingga perlu upaya pengintegrasian 

dalam pola pengembangan dan dukungan kebijakan teknologi 

informasi dan komunikasi secara terpadu dan lintas sektoral yang 

diwujudkan dalam Rencana Induk teknologi informasi dan 

komunikasi di Kabupaten Bengkayang; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Induk teknologi 

informasi dan komunikasi di Kabupaten Bengkayang, perlu 

diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan publik serta pengelolaan informasi 

sehingga dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi sesuai dengan prinsip - prinsip tata kelola 
\ 

pemerintahan yang baik; 

c. bahwa berdasa.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
• huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di 

Kabupaten Bengkayang; 

1 .  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 
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2. Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 6 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2021 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah 

Dengan Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2019 ten tang Peru bahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  Tentang 

Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Repulik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomr 1 1 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 1  Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
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Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5149) ;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2019 ten tang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektonik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata 

Kelola Teknologi Informasi Komunikasi Nasional; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15  tentang 

Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

1 1.  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan lnformasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551) ;  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 154 ) ;  

13. Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bengkayang Tahun Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 1 )  sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5); 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG RENCANA INDUK 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 - 2025. 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah kabupaten Bengkayang. 

2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang meminpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi 

bidang informasi dan komunikasi yang mencakup anta.ra lain perangkat keras, 

(hadware), perangkat lunak (software), perangkat jaringan ( netware), database, 

sistem informasi (infoware) termasuk sistem yang berbasis internet. Sumber daya 

manusia (humanware), serta saluran dan alat komunikasi data yang wujudnya 

dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan 
agar data disebar dan diakses secara global. 

5. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut 

Komite Pengarah TIK adalah tim yang bertugas sebagai koordinator teknis 

pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah 
Kabupaten. 

6. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut Renduk 
TIK adalah pedoman bagi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bengkayang dalam pembangunan, pengembangan serta pendayagunaan 

Teknologi Infonnasi dan Komunikasi agar selaras dengan rencana strategi 
pemerintah. 
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Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renduk TIK dikabupaten Bengkayang Tahun 

2021 - 2025. 

Pasal 3 

Renduk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan u n tu k :  

a. Panduan dalam penyelenggaraan pengelolaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kaupaten Bengkayang. 

b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

BAB II 

SISTEMATIKA RENCANA INDUK TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Pasal 4 

( 1 )  Renduk TIK disusun dengan sistematika, sebagai berikut; 
a. BAB 1 : PENDAHULUAN. 
b. BAB II : TINJUAN KEBIJAKAN. 
c. BAB III : GAMBARAN UMUM. 
d. BAB IV : METODOLOGI KEGIATAN. 
e. BAB V : RENCANA KERJA. 
f. BAB VI : TEKNOLOGI PERANGKAT TIK. 
g. BAB VII : MAPING DATA KANTOR OPD. 
h. BAB VIII : INFRASTRUKTUR EKSISTING TIK. 
i. BAB IX : STRATEGI PENGEMBANGAN TIK. 
j .  BAB X : PROGRES PENCAPAIAN PELAKSANAAN 

KEG IATAN. 

k. BAB XI : TAHAPAN PENGEMBANGAN TIK-SMART CITY. 
1. BAB XII : RENCANA ANGGARAN BIAYA. 

m. BAB XIII : PENUTUP. 

(2) Isi Renduk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati 
ini. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati 

dengan ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang. 

Ditetapkan di Bengkayang 

pada tanggal 25 April 2022 

BUPATI BENGKAYANG, 

TTD 

SEBASTIANUS DARWIS 

Diundangkan di Bengkayang 
Pada tanggal 25 April 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATENBENGKAYANG 

TTD 

OBAJA 

SERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 23 

· ngan aslinya 
aggx mm 

kayang 

. M . H  

00604 1 013  
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